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RINGKASAN

PEMBAGIAN WASIAT NOTARIIL YANG TIDAK SESUAI DENGAN
WARIS ISLAM

Oleh:
Muhammad Fuadi?, Mispansyah?
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman

Hukum waris Islam (faraid) merupakan ketentuan yang bersumber dari nas
gat'i dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang mengatur secara
mengikat pembagian harta peninggalan bagi setiap Muslim. Dalam praktik
kenotariatan di Indonesia, permasalahan hukum yang signifikan sering kali muncul
ketika penghadap Muslim menghendaki pembuatan akta wasiat yang substansinya
menyimpang dari ketentuan waris Islam, seperti memberikan wasiat kepada ahli
waris tertentu tanpa persetujuan ahli waris lainnya, atau menetapkan pembagian
harta yang melampaui batas sepertiga (1/3) dari total peninggalan sebagaimana
dilarang Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fakta empiris
menunjukkan bahwa akta wasiat yang menyimpang dari ketentuan tersebut sering
berujung pada pembatalan: Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984
misalnya telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh
Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena isinya memberikan porsi wasiat yang
melampaui batas sepertiga harta tanpa persetujuan seluruh ahli waris;
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 menegaskan kembali
prinsip la washiyyata li warits (tidak ada wasiat bagi ahli waris) kecuali disetujui
seluruh ahli waris lainnya; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017
menyatakan bahwa wasiat yang diberikan kepada sebagian ahli waris tanpa
persetujuan ahli waris lainnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Di sisi
lain, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan luas kepada Notaris untuk
menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik, sementara asas partij
autonomie dalam Pasal 1338 KUH Perdata melindungi kebebasan kehendak
penghadap. Benturan antara ketiga norma ini menempatkan Notaris pada dilema
jabatan: apabila menolak permohonan tanpa dasar hukum yang kuat, Notaris
berpotensi melanggar kewajiban pelayanan publik; apabila mengakomodasi
kehendak penghadap yang menyimpang dari faraid tanpa mekanisme persetujuan
yang sah, Notaris menghadapi risiko akta yang cacat materiil, rentan dibatalkan
oleh Pengadilan Agama, dan berujung pada pertanggungjawaban kumulatif yang
mencakup dimensi perdata, administratif, dan etik. Kekaburan normatif mengenai
sejauh mana Notaris dapat atau wajib menolak permohonan pembuatan akta wasiat
yang menyimpang dari hukum waris Islam inilah yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Notaris
diperbolehkan menuangkan akta wasiat yang tidak sesuai dengan pembagian waris

L NIM: 2420216310039
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Islam, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap
akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan hukum waris Islam.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan
keilmuan dalam kajian ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Kewarisan Islam dan
Hukum Kenotariatan, serta dapat memberikan masukan dan pedoman kepada
Notaris serta masyarakat Muslim agar mampu menjamin kepastian hukum dan
perlindungan hukum dalam penyusunan akta wasiat sehingga tidak bertentangan
dengan norma hukum Islam yang berlaku.

Kebolehan Notaris dalam menuangkan akta wasiat yang tidak sesuai dengan
pembagian waris Islam harus diselesaikan melalui konstruksi antinomi hukum
antara norma kewenangan Notaris dalam UUJN dan KUH Perdata di satu sisi,
dengan norma materiil hukum waris Islam dalam KHI di sisi lain. Antinomi ini
diselesaikan melalui asas lex specialis derogat legi generali yang menempatkan
KHI sebagai norma yang mengesampingkan ketentuan umum kebebasan
berkontrak dalam KUH Perdata, sehingga pada prinsipnya Notaris tidak
diperbolehkan menuangkan akta wasiat yang menyimpang dari pembagian waris
Islam. Pengecualian hanya dimungkinkan apabila syarat kumulatif kebolehan
bersyarat terpenuhi secara utuh, yakni seluruh ahli waris yang sah telah
teridentifikasi, cakap hukum, dan secara sadar memberikan persetujuan tertulis
yang bersifat sukarela melalui mekanisme al-ijazah ba'da al-mawt sebagaimana
diatur Pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI. Berdasarkan teori kepastian hukum
Radbruch, akta wasiat notaril yang menyimpang dari ketentuan KHI tanpa
mekanisme persetujuan yang sah gagal memenuhi ketiga nilai dasar hukum secara
berjenjang: tidak adil bagi ahli waris yang hak mutlaknya terlanggar, tidak
bermanfaat bagi keluarga karena memicu sengketa berkepanjangan, dan tidak
memberikan kepastian hukum yang sesungguhnya karena rentan dibatalkan
pengadilan. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai legal filter yang aktif,
Notaris wajib melaksanakan protokol normatif yang mencakup tiga langkah
berurutan: pertama, identifikasi hukum materiil dan verifikasi kelengkapan ahli
waris melalui dokumen kependudukan; kedua, pemberian penyuluhan hukum
(legal counseling) yang komprehensif kepada penghadap Muslim mengenai
batasan Pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI serta prinsip la washiyyata li warits
sebagaimana  dikukuhkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor
1/Yur/Ag/2018; dan ketiga, penentuan sikap yang tegas berdasarkan respons
penghadap, termasuk kewajiban menolak apabila penghadap bersikeras
menyimpang dari KHI tanpa persetujuan ahli waris yang sah sebagaimana
diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN jo. Pasal 3 Kode Etik Notaris. Adapun
akta wasiat yang bertentangan dengan hukum waris Islam mengakibatkan: (a) akta
tetap berbentuk otentik namun mengandung cacat materiil karena bertentangan
dengan Pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI; (b) pembatalan oleh Pengadilan Agama atas
gugatan ahli waris yang dirugikan berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, dengan konsekuensi pembagian harta kembali kepada
ketentuan faraidh, sebagaimana ditegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 558

Vi



K/Ag/2017; serta (c) pertanggungjawaban Notaris secara kumulatif namun
proporsional, yang meliputi tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH
Perdata atas kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris, tanggung jawab
administratif berdasarkan Pasal 16 jo. Pasal 84 UUJN, dan tanggung jawab etik
berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris apabila Notaris terbukti telah mengabaikan
kewajiban bertindak saksama dalam pembuatan akta wasiat yang bersangkutan,
dengan ketentuan bahwa Notaris yang telah melaksanakan prinsip due diligence (uji
tuntas) secara wajar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidakjujuran
penghadap yang berada di luar kemampuan verifikasinya. Ketiga dimensi
pertanggungjawaban ini sejalan dengan konstruksi teori tanggung jawab hukum
Hans Kelsen yang menegaskan bahwa tanggung jawab lahir dari kewajiban yang
dilanggar dan diikuti sanksi sebagai konsekuensinya, yang dalam konteks Notaris
diwujudkan dalam tiga kanal pertanggungjawaban yang dapat berlaku secara
kumulatif sebagaimana diklasifikasikan oleh Ridwan H.R.

vii



PEMBAGIAN WASIAT NOTARIIL YANG TIDAK SESUAI DENGAN
WARIS ISLAM

Oleh:
Muhammad Fuadi®, Mispansyah*

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman
ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Akta Wasiat, Waris Islam, Antinomi Hukum,
Pertanggungjawaban Notaris.

Judul penelitian ini adalah Pembagian Wasiat Notariil yang Tidak Sesuai dengan
Waris Islam. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui dan
menganalisis apakah diperbolenkan Notaris menuangkan akta wasiat yang tidak
sesuai dengan pembagian waris Islam, dan untuk mengetahui dan menganalisis
bagaimana akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang
bertentangan dengan hukum waris Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus guna
mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Rumusan masalah pertama
membahas pertentangan hukum mengenai kewenangan Notaris dalam menuangkan
kehendak penghadap ke dalam akta wasiat berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Jabatan Notaris dan asas partij autonomie dalam Pasal 1338 KUH Perdata,
dengan norma materiil hukum waris Islam dalam Pasal 195 ayat (2) dan (3)
Kompilasi Hukum Islam yang membatasi wasiat paling banyak sepertiga harta
peninggalan dan melarang wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris
lainnya. Rumusan masalah kedua membahas akibat hukum terhadap akta wasiat
yang bertentangan dengan hukum waris Islam, yang meliputi keabsahan akta
sebagai akta otentik yang tetap mengikat namun dapat dibatalkan karena
mengandung cacat materiil, kemungkinan pembatalan oleh Pengadilan Agama
berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama, serta pertanggungjawaban Notaris secara kumulatif namun
proporsional berdasarkan prinsip due diligence, yang mencakup tanggung jawab
perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab administratif
berdasarkan Pasal 16 jo. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan tanggung
jawab etik berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris.
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DIVISION OF NOTARIAL TESTAMENT NOT IN ACCARDANCE WITH
ISLAMIC INHERITANCE

By:
Muhammad Fuadi', Mispansyah?
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Deed of Testament, Islamic Inheritance, Antinomy of Law,
Notary's Responsibility

The objectives of this research are to explore and analyze whether a Notary is
allowed to draft a Deed of Testament which is not in accordance with the division
of Islamic inheritance, and to study and analyze the legal consequence to the Deed
of Testament made by Notary which is contrary to Islamic law. Method of this study
is normative legal research, with descriptive-analytical characteristic, using statute,
conceptual, and case approaches, in order to find out answers to the rationales. The
first rationale explores antinomy of law on the Notary’s authority in drafting the
principal’s intention into the Deed of Testament based on Article 15 paragraph (1)
of Notary Profession Act and principle of partij autonomie stipulated in Article
1338 of Civil Code, with material norms of Islamic inheritance law in Article 195
paragraph (2) and (3) of Islamic Law Compilation which restricts that testament is
maximum one third of the inheritance property and prohibits testament to the heirs
without the consent of the heirs. The second rationale deals with the legal
consequence to the Deed of Testament which is contrary to Islamic law, which
consists of the legality of an authentic and still binding deed but voidable because
it contains material defect, possibility of revocation by Religious Court based on
Article 49 letter b of Act Number 3 of 2006 concerning Religious Court, and
Notary’s cumulative but proportional responsibility based on the principle of due
diligence, which covers civil liability based on Article 1365 of Civil Code,
administrative liability based on 16 jo. Article 84 of Notary Profession Act, and
ethical liability based on Article 3 of Notary Code of Ethics.
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Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta

alam yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada penulis
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Ibunda selalu mendapatkan lindunganNya, Dihaturkan sembah sujud untuk
Ayah dan Ibu berdusa;

Istri tercinta, Salma, pendamping hidupku yang paling setia. Terima kasih atas
segala doa yang tidak pernah putus, keikhlasan, kesabaran, serta dukungan luar
biasa yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis di setiap langkah
hingga tesis Magister ini dapat terselesaikan;

Dosen pembimbing dan Penguji Tesis, Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.,
Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Deden Koswara,
S.H.,, M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat

menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
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